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“T2IN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DING
“TK IDHATA KALUARANG"
KELURAMHAN TASSILILU KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang &  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan
Anak Usla Dinl (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat periu
diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b.  bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sinjal Nomor: 06682/37/06/BPMPP/XI/2016 tentang Izin Pendirian dan
Penyelsnggaraan Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD) "TK IDHATA KALUARANG®
Kelurahan Tasslllu Kecamatan Sinjal Barat telah berakhir masa berlakunya, maka periu
diterbitkan 1zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang |zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) "TK IDHATA KALUARANG" Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai
Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4301);

3,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

'_ \ - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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